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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1994
TENTANG

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya
merupakan penghargaan dari Negara terhadap Pega-
wai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh
kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan
pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin,
sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai
lainnya;

bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan
yang mempunyai arti sangat penting bagi setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan
semangat kerja, berhubung dengan itu dipandang
perlu mengatur kembali penganugerahan Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1959; ’

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor 4 Drt &ahun 1959 tentang Ke-
tentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Ke-
hormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789) jo. Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun

1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2124);

3. Undang-undang

it
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3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3134);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Satyalancana Karya Satya adaiah tanda kehormatan
yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil

sebagal penghargaan atas jasa-jasanya terhadap
Negara;

2. Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia
adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan

penganugerahan dan pencabutan hak memakai tanda
kehormatan;

Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departe-
men;

4. Menteri ...
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4. Menteri adalah menteri yang memimpin Departemen
dan Menteri Sekretaris Negara;

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974.

BAB II
MACAM DAN BENTUK
SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 2

Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam 3 macam
yaitu

a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun berwarna
perunggu;

b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun berwarna
perak;

C. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun berwar-

na emas.
Pasal 3

(1) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dibuat dari logam berbentuk
lingkaran dengan relief sebagai berikut

a. Pada sisi bagian depan berupa setangkai kapas
dan setangkai padi masing-masing terdiri dari
17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir
padi, ditengah-tengah lingkaran terdapat gam-
bar perisai Pancasila yang diatasnya terdapat
bintang bersegi lima dan tulisan KARYA SATYA
serta

1. Angka ...
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1. Angka romawi X untuk Satyalancana Karya
Satya Sepuluh Tahun;

2. Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya
Satya Dua Puluh Tahun;

3. Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya
Satya Tiga Puluh Tahun.

b. Pada sisi bagian belakang tertera tulisan
REPUBLIK INDONESIA.

(2) satyalancana Karya Satya tersebut digantungkan
pada pita berwarna dasar biru dengan 5 lajur
berwarna abu-abu.

(3) Bentuk, gambar, ukuran Satyalancana Karya Satya
dan pitanya adalah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III
PERSYARATAN, PENGANUGERAHAN, PEMAKAIAN DAN
PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 4

(1) Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdi-
an, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.

(2) Bagi Pegawali Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diberikan :

a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabi-
la telah bekerja secara terus-menerus seku-
rang-kurangnya 10 tahun;

b. Satyalancana




(3)

(1)

(2)
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b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apa-
bila telah bekerja secara terus-menerus seku-
rang-kurangnya 20 tahun;

c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun
apabila telah bekerja secara terus-menerus
sekurang-kurangnya 30 tahun.

Dalam masa bekerja secara terus-menerus sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2), Pegawal Negeri
Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 5

Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan
dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik
Indonesia atas usul Pimpinan Instansi, yang
dikoordinasikan dengan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara.

Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya diser-
tai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani
Presiden.

Pasal &6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan
setiap tanggal 17 Agustus, hari besar nasional dan
hari ulang tahun instansi.

Pasal 7

Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari
besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 8 ...
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Pasal 8

(1) Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut
apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pega-
wai Negeri Sipil.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah
mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehor-

matan Republik Indonesia atas usul Pimpinan
Instansi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan bagi penganugerahan Satya-

lancana Karya Satya dibebankan pada anggaran belanja
Sekretariat Negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
(1) Ssatyalancana Karya Satya yang telah dianugerah-

kan kepada Pegawai Negeri Sipil sebelum berlaku-

nya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap
berlaku.

(2) Pegawai ...
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(2) Pegawal Negeri Sipil yang pada saat diundangkan-
nya Peraturan Pemerintah ini, telah memiliki
masa bekerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun,
dapat dianugerahi Satyalancana Karya Satya ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini,

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini,
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1796), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 29 Agustus 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDTIONDO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 47

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.

Kepala Bagian Penelitian

Perundang—undangan I
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PENJELASA AN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1994
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

UMTUM

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang
berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi
kerja, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kese-
tiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan
Pemerintah, serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan di dalam
melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi
pegawali lainnya serta telah mengabdikan diri selama 10 tahun,
20 tahun, dan 30 tahun sudah sewajarnya diberikan penghargaan
berupa anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Nega-
ra, dan Abdi Masyarakat di dalam melaksanakan tugas pemerintah-~-
an dan pembangunan, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang
éama, oleh karena itu penganugerahan tanda kehormatan Satyalan-
cana Karya Satya tidak dibedakan berdasarkan pangkat dan go-
longan, akan tetapi dibedakan menurut lamanya bekerja kepada
Negara dan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

'Pasal 3
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Pasal 3

Ayat (1)
Setangkai kapas dan setangkai padi melambangkan keadilan
sosial dan kesejahteraan.
17 daun dan 8 bunga kapas serta 45 butir padi melambang-
kan tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia.
Bintang bersegi lima dan tulisan Karya Satya serta
perisai Pancasila melambangkan bahwa setiap langkah
kegiatan dalam melaksanakan tugas kewajibannya, senan-
tiasa didasarkan atas nilai-nilai ketagwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persa-
tuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Angka romawi X, XX, dan XXX menunjukkan masa bekerja
Yang telah dijalani selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30
tahun dengan baik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Ketentuan ini meliputi persyaratan sebagaimana ditentu-
kan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Drt
Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai
Tanda-tanda Kehormatan.

Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasi-
la, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
Pengabdian adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara
ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas
kepentingan golongan atau pribadi.

Kecakapan
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Kecakapan adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan
keterampilan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya.

Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas
dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang
diberikan kepadanya.

Kedisiplinan adalah kesanggupan untuk mematuhi tata
tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan kedinasan yang
telah ditetapkan.

Ayat (2)

Masa bekerja dihitung dari Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil,
secara terus-menerus dan tidak terputus.

Masa bekerja tersebut dihitung berdasarkan sistem berka-

la dengan jangka waktu setiap 10 tahun yang dihitung
sampai 3 (tiga) tahap, yaitu

a. Masa 10 tahun tahap pertama;
b. Masa 10 tahun tahap kedua;
C. Masa 10 tahun tahap ketiga.

Apabila dalam masa 10 tahun tahap pertama, Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi persyarat-
an yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan dalam
masa 10 tahun tahap kedua untuk mendapatkan Satyalancana
Karya Satya Sepuluh Tahun dan seterusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

5

Ayat (1)

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menyampai-

kan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi

persyaratan ...
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persyaratan masa bekerja 10 tahun, 20,tahun, dan 30 tahun,
kepada Pimpinan Instansi untuk diadakan penelitian. Apa-
bila Pegawal Negeri Sipil tersebut memenuhi persyaratan
segera dapat diusulkan untuk dianugerahi penghargaan
Satyalancana Karya Satya.

Untuk Pegawai Daerah, usul untuk dianugerahi penghargaan
tersebut diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
melalui Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyiapan penganugerahan, pengajuan usul
untuk itu agar dilakukan jauh sebelum saat rencana peng-

anugerahan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilakukan oleh Pim-
pinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama
Presiden.

Pasal 7

Dalam hal menerima anugerah lebih dari satu tanda kehormatan,

maka Satyalancana Karya Satya yang dipakai adalah yang ter-

tinggi tingkatannya dan disematkan pada dada sebelah kiri, ‘
dengan mengenakan pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil

lengkap (PSL), pakaian upacara instansi atau pakaian upacara

Korpri yang urutannya dari kanan ke kiri setelah tanda kehor-

matan Bintang. Apabila terdapat tanda kehormatan lainnya
disematkan setelah Satyalancana Karya Satya.

Upacara resmi lainnya adalah upacara resmi yang ditentukan

oleh Pimpinan Instansi seperti hari ulang tahun instansi vang
bersangkutan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

|
Pasal 9 ...
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Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Perhitungan masa bekerja untuk mendapatkan Satyalancana
Karya Satya adalah sebagali berikut

a. Masa 10 tahun sampai dengan 19 tahun dapat dinilai
untuk diberikan Satyalancana Karya Satya Sepuluh
Tahun;

b. Masa 20 tahun sampai dengan 29 dapat dinilai untuk
diberikan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun;

C. Masa 30 tahun ke atas dapat dinilai untuk diberikan
Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun;

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESTA NOMOR 3558
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LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1994
TANGGAL 29 Agustus 1994

N
DEPAN DEPAI

CERAN

AL

, REPUBL 1K BELAKANG
GIBGHES

AY
ﬁEaH%L~.\ BELAKANG REPYBL K BELAKANG
LHECHESTA SIBCHES A
o b Ik

Keterangan :

A. BENTUK :

Bentuk lingkaran dengan sisi luar setangkail kapas dan setangkai

padi, masing-masing terdiri dari 17 daun beserta 8 bunga kapas
dan 45 butir padi.

Ditendah—tengah antara perisai dan bintang tersebut ditulis

parkataan "KARYA SATYA" yang di bawahnya ditulis angka Romawi X

untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh'Tahun, XX untuk Satya-

lancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, dan XXX untuk Satyalancana
Karya Satya Tiga Puluh Tahun.

UKURAN ...
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B. UKURAN

Jari~jari Satyalancana berikut tangkai padi dan
<= § o - = che e

Jari-jari Satyalancana tidak berikut padi dan
KAPAS sttt nnoeeesososnesnssescsansnaseasencenscas

Jari~-jari Bintang .....eeeeeieeeeennnencanesnnnes

Jarak antara titik tengah bintang dengan titik
tengah SatyalancCana .....eoceeceeseeccnsssonossnanes

Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam
Tulisan Karya Satya dan angka Romawi berada tepat

ditengah-tengah kedua titik tengah tersebut de-
ngan tinggi

2 LU o
AngKa ROMAWL &+ttt vneienereeeroneeesseansoensessanns
Lebar perisai .....ccven.n e ceeees e et e
Tinggl perisai ...ttt nnnneeannnns
Jari~-jari cincin penggantung bagian luar .........
Jari-jari cincin penggantung bagian dalam ........

C. UKURAN PITA PENGGANTUNG :

Lebar pita berwarna dasar biru ..... cee e
Panjang pPita ..viittinnn ittt e e e
Tiga buah lajur abu-abu kecil masing-masing ......

Dua buah lajur abu-abu besar masing-masing

-------

17,50 mm
15 mim
2 mm
15 mm
14 mm
13,30 mm
2 mm
2 mm
10,50 mm
13,60 mm
3,75 nmm
2,75 mm
35 mm
50 mm
2 mm
4 mm

Jarak
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Jarak antara pinggir pita dan lajur besar .......... 2 mm
Jarak antara lajur besar dengan lajur kecil pertama. 2 mm

Jarak antara lajur kecil dengan lajur kecil lainnya
Masing-masing . ....ieeiiininit it nennnn. e e 6,50 mm

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTDO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.
Kepala Bagian Penelitian

Perundang-undangan II




